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BERITA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO. 4, 2008

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN JUMLAH GANTI
UANG PERSEDIAAN (GU) ATAS BELANJA APBD TAHUN 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 11 Februari

2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang mekanisme dan ketentuan batas jumlah SPP Uang Persediaan Ui
(UP) sebagai acuan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 9@ Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,

Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanqg Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tzhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republir Indoriesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

Undang-Uncang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahur: 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Da«rah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAYT! TENTANG KETENTUAN EATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN
JUMLAH UANG GANTT UANG PERSEDIAAN (GU) ATAS BELANJA APBD TAHUN 2008

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencara keuangan tahuran

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui brrsama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Perangkat Daerah pade Pemerintah
Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

3. Cokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebage: dasar pelaksanaar. Anggaran oleh Pengguna Anggaran.

4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adaiah dokumen yang menyatakan tersedianya Dana untuk
melaksanakan kegiatnn sebagai dasar penerbitan SFP.

S.

Surat Permintaan Pembayaran yang selariutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan cleh pejabat yang
bertangyungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
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6. SPP Uang Persediaan yang selarjutnya disingkal SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan

tidak daoat digunakan untuk perbayaran langsung dan uang persediaan

SP® Langsung yang selanjutnye disingkat $#P-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan pembayaran langsung k2pada pthak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya

dan pembayaran gaji dengan jumish, penefimaan, peruntukan dan v/aktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutiya oisingkat SPM, adafah Dokumen yang digunakar/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

11. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggina Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang

dipergunakan sebagai Uang Percediaar untuk rnendanai Fegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Fersediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah Dokutnen yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SF2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya

dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah Dokumen yang diterbitkan

oleh Fengguna Anggararn/Kuasa Pengguna Anqggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena

kebutuhan dananya melebihi dan jumiah batas pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuesa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas baban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Penntah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

12.
13.

14.

1S.

BAB i
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah pada Peraturan Bupati ini meliputi pengeluaran Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengeluaran Daerah tentang ketentuan batas
jumtah SPP-UP dan SPP-GU..

Pasal 4

Ketentuan penetapan jumiah Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) yang diperkenankan pada setiap SKPD dirinci
lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan darl

Pengguna Anggararn/Kuasa Pengguna Anjgaran melalui PPK SKPD daiam rangka pengisian uang Persediaan. Dokumen SPP
sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Surat Pengantar SPP-UP;
b. Ringkesan SPP-UP;

c. Rincian SPP-UP;

d. Salinan SPD;

e.

Draft Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperiuan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
dan

f.  Lampiran lain yang diperiukan.
Pasal 6

Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dapat diajukan apabila penggunaan Uang Persediaan (UP) dapat dipertanggungjawabkan
sebesar 60%.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto.

H. MAKMUR BERASA
Diudangkan di Salak
pada tanggal 28 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dto.

GAND! WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMCR 4
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